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Candra Eka Yustisia, S311308014, Analisis Yuridis Permohonan Eksekusi 
Atas Putusan Peninjauan Kembali Berdasarkan Kewenangan Jaksa 
Pengacara Negara. Tesis : Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis permohonan 
eksekusi atas Putusan Peninjauan Kembali (PK) berdasarkan kewenangan Jaksa 
Pengacara Negara. Masalah yang dikaji apakah Jaksa Pengacara Negara memiliki 
kewenangan dalam permohonan eksekusi atas Putusan Peninjauan Kembali 
Nomor 247/PK/PDT/2013, bagaimanan hambatan-hambatannya dan upaya solusi 
dalam menghadapi hambatan-hambatan tersebut. Jenis penelitian dalam penulisan 
ini adalah non doktrinal (Empiris) atau penelitian hukum Sosiologis, dengan 
mendasarkan pada konsep hukum yang ke-2. Sifat penelitian adalah deskriptif. 
Jenis data primer dan sekunder, dan sumber data meliputi bahan hukum primer, 
sekunder dan tersier. Analisis datanya menggunakan analisis kualitatif.  
Berdasarkan deskripsi hasil penelitian dan pembahasan sehubungan 
dengan masalah yang dikaji, dapat disimpulkan sebagai berikut : Jaksa Pengacara 
Negara berdasarkan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 
tentang Kejaksaan RI yang mengatur tugas dan wewenang Jaksa di bidang 
Perdata dan Tata Usaha Negara, Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI, Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang 
Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 huruf g 
Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara dan Surat 
Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 
(aturan yang terbaru), memiliki kewenangan untuk mengajukan Peninjauan 
Kembali (PK), serta melaksanakan eksekusi atas putusan. Dengan adanya Putusan 
Peninjauan Kembali (Putusan No. 247/PK/PDT/2013) dan adanya Surat Kuasa 
Khusus yang diberikan pihak Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan pihak 
Yayasan Dana Pensiun BRI kepada Jaksa Pengacara Negara, maka Jaksa 
Pengacara Negara demi melaksanakan kepastian hukum dan pengembalian 
keuangan negara, berhak melakukan permohonan eksekusi kepada pengadilan 
atas Putusan Peninjauan Kembali tersebut. Hambatan-hambatan Jaksa Pengacara 
Negara dalam melaksanankan eksekusi Peninjaukan Kembali baik internal maupun 
eksternal dapat diatasi koordinasi dan sinkronisasi diantara stake holder tersebut 
mutlak dibutuhkan, sehingga baik pada tahap penyusunan, penerapan serta 
pelaksanaan peraturan perundang-undangan dapat terintegrasi dan bersesuaian 
secara vertical maupun horizontal, selain itu akan terbentuk cara pandang yang 
sama dalam mensikapi dan menafsirkan peraturan perundang-undangan tersebut. 




Candra Eka Yustisia, S311308014, Juridical Analysis of the Request for 
Execution of a Judicial Review Under the Authority of Prosecutor. Thesis : The 
Postgraduated Program Universitas Sebelas Maret of Surakarta. 
This study attempts to analyse in a juridical manner the application for 
Judicial Review based on the Authority of the Prosecutor. An issue examined 
whether the Authority of the Prosecutor possesses rights in the application for 
Judicial Review Number 247/PK/PDT/2013, how to overcome its obstacles and 
solution efforts in facing these obstacles. The kind of research in writing this is a 
non doctrinal (empirical) or research sociological, law with relying on 2nd legal 
concept. Sifat penelitian adalah deskriptif. Primary and secondary types of data 
on, and of the source of data a covering material law primary, secondary and 
tertiary. Analyzing of which utilize the qualitative analysis.  
Based on a description of the results of research and discussion with respect to the 
question of the that were examined, it can be concluded as follows: Prosecutor 
based on the Article 30 paragraph (2) the Act Number 16 years 2004 Indonesian 
Prosecutors about regulating the duties and authorities of the prosecutor in the field 
of civil and administrative, Presidential Regulation Number 38 year 2010 on 
organizations and methodology of Indonesian Prosecutors, Article 4 paragraph (1) 
the Act Number 19 year 2003 on soe, Article 1 number 1 and Article 2 the letter g 
the Act No. 17 years 2003 about state finances and The Supreme Court Issued 
(SEMA) of the Republic of Indonesia Number 4 year 2014 (a law that is the 
newest), having authority to submit Judicial Review, and implement execution of 
the award. With the Judicial Review Decisions No. 247/PK/Pdt/ 2013 and the 
presence of a power of attorney given by the special state Bank Rakyat Indonesia 
(Persero) Tbk and the Institution of BRI Pension Fund of the to the prosecutor, so 
the Prosecutor as much as of the legal certainty and repayment of federal finance, 
have the right to do a request for the execution to the court for a review of the 
award. The barriers of the State Prosecutor in executing the Execution of 
Investigation both internal and external can be overcome the coordination and 
synchronization between stake holders is absolutely necessary, So both during the 
preparatory phase of the portfolio, the application of and the implementation of 
legislation can be integrated and to be in concordance in vertical synchronization 
and horizontally, Otherwise it would formed in the perspective of that which is 
equal in can address and interpreting the legislation. 
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